BUPATI ACEH TAMIANG

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG T
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

- BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

“— BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang bahwa pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang
g bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Tamiang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; o

b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh
Tamiang perlu dilakukan penyempurnaan dan disesuaikan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri-Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

~ ¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
. a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan
T Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara
: Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi.Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

o

-
.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten
Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4179); ‘

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun.k 2008 Momor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); '

Mengingat
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15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);.

16. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan
Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah
dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2011 Nomor 21)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG
TATACARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN EVALUAS|I PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN AEH TAMIANG.

Pasall .

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : -

M

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

Pasal 8

Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis
kepada Bupati.

Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh pemerintah
yang berkedudukan di kecamatan, disampaikan kepada instansi. induknya yang
berkedudukan di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya
meneruskannya kepada Bupati.

Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada a&at (1) yang diajukan oleh
masyarakat, wajib diketahui oleh Datok Penghulu dan Camat dimana kelompok
masyarakat tersebut berada.

Bupati menunjuk Kepala SKPK terkait untuk melakukan evaluasi usulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Hibah kepada masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), tidak dapat diberikan apabila
kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah merupakan tugas dan fungsi SKPK
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan/atau sudah menjadi program dan
kegiatan SKPK yang akan dilaksanakan.

Kepala SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi
berupa rekomendasi kepada Bupati melalun TAPK. ,

(7) TAPK memberikan pertimbangan atas rekomendasn sebagalmana dlmaksud pada

ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

M

Pasal 11

Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis
belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKK.
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang«.Sis_tem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4456),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -2009 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah untuk
keduakalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5334), :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah untuk keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310); -

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan
Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Aceh Nomor 38);

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 27),
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(2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :

. Pemerintah;

pemerintah daerah lainnya;

perusahaan daerah;

masyarakat; dan

organisasi kemasyarakatan.

oooTw

(3) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung
yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis
belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada
pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada
pihak ketiga/masyarakat pada SKPK.

Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan pasal baru yaitu Pasal 11A, sehingga
berbunyi sebagai berikut : .

Pasal 11A

(1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah
dalam Lampiran |l Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

(2) Format Lampiran [l Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terlampir dalam Lampiran 1.1 Peraturan’ Bupati ini, sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 21

(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar
akuntansi pemerintahan pada laporan ‘realisasi anggaran dan diungkapkan pada
catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah. '

(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Il Peraturan
Bupati ini.

Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan pasal baru yaitu Pasal 24A, sehingga
berbunyi sebagai berikut : e .

Pasal 24A

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dahlatau keluarga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu atau
keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikasi kepada individu atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat
penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBK. S

(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat:resiko sosial yang tidak dapat
diperkirakan pada saat penyusunan APBK, yang apabila ditunda penanganannya
akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga
yang bersangkutan.

(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). .
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6. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 27 '

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diteriﬁ,iéf:--léhgsung oleh
penerima bantuan sosial. S

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang
yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak
miskin, pelajar/mahasiswa berprestasi, yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat
miskin, lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putera-puteri
pahlawan yang tidak mampu.

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang
yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan
operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu,
bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim
piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

(4) Bantuan sosial tidak dapat diberikan atas usulan yang sudah merupakan cakupan
program dan kegiatan SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

7. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbﬁﬁyi sebagai berikut :
Pasal 31

(1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung,
jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek
belanja bantuan sosial pada PPKK.

(2) Objek belanja bantuan sosial dan. rincian objek belanja bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : .
a. individu dan/atau keluarga;
b. masyarakat; dan
c. lembaga non pemerintah.

(3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang

__diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis
belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang dan rincian objek
rincian belanja bantuan sosial barang.yang diserahkan kepada pihak ketiga/
masyarakat pada SKPK. . ‘

8. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32, disisipkan pasal baru yaitu Pasél.31A, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31A

(%upati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran

antuan sosial dalam Lampiran |V Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK
tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya. oo

(2) Format Lampiran IV Peranturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
tercantum dalam Lampiran 1.2 Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

9. Ketentuan Pasal 33 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat
baru yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

—

L (1) ?Bypati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan
Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Bupati tentang APBK dan Peraturan
~— Bupati tentang Penjabaran APBK.
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(2) Penyaluran dan atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima
bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A.

(2a) Penyaluran/penyerahan - bantuan kepada individu dan/atau keluarga yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A
didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang
bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat
persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPK terkait. L

(3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan ~céfa pembayaran
langsung (LS).

(4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang diberikan dengan nilai sampai dengan
Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka penyaluran/penyerahannya dapat
dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).

(5) Penyaluran/penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi
dengan kuitansi sebagai bukti penerimaan uang dan dibubuhi metg(éi'-secukupnya.

Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan pasal baru, yaitu Pasal 36A sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36A

(1) PPKK membuat rekapitulasi bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24A paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya. -

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima,
alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu
dan/atau keluarga.

Ketentuan Pasal 37 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2) sehingga
Pasal 37 berbunyi sebagai berikut : e ‘

Pasal 37

(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten atas pemberian bantuan sosial
meliputi :
a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat
keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

b. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa
bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan
sebagaimana format yang tercantum pada Lampiran Ill Peraturan Bupati ini;
dan -

c. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang
atau Berita Acara Serah Terima Barang atas pemberian bantuan sosial berupa
barang.

(2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruﬂc b dan huruf ¢
dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya.
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Pasal ll

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 2 Nevember 2012 M
T DzelREjjak 1433 H

Diundangkan di Karang Baru épl B {! AC'/E/" TAMIANG,

pada tanggal, o ¥evember 501\
17 pzulhijjanl433 H

SEKRETARIS DAERAH f?ﬁNWAR ISHAK
ACEH TAMIANG,

'SAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2012 NOMOR



w B«

Lampiran 1.1 : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 18 TAHUN 2012

TANGGAL : 2 ¥evember D012 M
TT Dzalhijjak 1433 H

FORMAT LAMPIRAN Ill PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG PENJABARAN APBK

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO|  NAMAPENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 ) 4

Dst,

ﬁj. BU A CEI—/I}AMIANG,

# ANWAR ISHAK



-9 -

Lampiran [.2 : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 18 TAHUN 2012

TANGGAL :_ 2 wevember 2012 M
17 Dzulhijjshk 1433 H

FORMAT LAMPIRAN [V PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG PENJABARAN APBK

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH (Rp)
1 2 3 4

Dst.

ﬁBUP@iEVAMIANG J

ANWAR ISHAK
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Lampiran lll : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 18 TAHUN 2012
TANGGAL :_p Nevember 5545
17 Dzulhijjak 1433 H

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN HIBAH -

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Jabatan
Alamat
No. KTP

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Aceh Tamiang Nomor ... Tahun 2012 dengan ini menyatakan bahwa Saya sebagai
penerima dana bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran
.... bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan hibah yang Saya
terima sesuai dengan proposal yang Saya ajukan.

Bahwa Saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana
bantuan hibah sehingga menimbulkan kerugian daerah serta bersedia mengembalikan dan
menyetorkannya ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Karang Baru, .......ocews corveenne

""" "Nama Organisasi/Lembaga/LSM
Ketua/Pimpinan, =

Meterai
Rp. 6.000

---------------------------------------

(Nama langkap dan Stempel)
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PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan
Alamat
No. KTP

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Aceh Tamiang Nomor ... Tahun 2012 dengan ini menyatakan bahwa Saya sebagai
penerima dana bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran
... bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan sosial yang kami
terima sesuai dengan proposal yang Saya ajukan.

Bahwa Saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana
bantuan sosial sehingga menimbulkan kerugian daerah serta bersedia mengembalikan dan
menyetorkannya ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Karang Baru, .....cccceees veee

Nama Organisasi/Lembaga/LSM
Ketua/Pimpinan,

Meterai
Rp. 6.000

(Nama lengkap dan Stempel)

B
%NWAR ISHAK
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Lampiran Il : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 1s TAHUN 2012
TANGGAL : p Nevember 2012 M

17 pzulhijjak 1433 H

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DANIATAU JASA
SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

. FORMAT LAPORAN REALISAS| ANGGARAN SKPK :
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(dalam rupiah)
Anggaran Coe
N&Tl:r Uralan sgtgelah 7 Reallsasl (KLuerng)
Perubahan -
1 Pendapatan
1.1 Pendapatan Asli Daerah
1.1.1 Pendapatan pajak daerah *)
1.1.2 Pendapatan retribusi daerah
114 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
o yang Sah
Jumlah
2 Belanja
2.1 Belanja Tidak Langsung
211 Belanja Pegawai
2.2 Belanja Langsung
221 Belanja Pegawai
222 Belanja Barang dan Jasa

2221 Belanja Hibah Barang

22211 Hibah barang/jasa yang diserahkan
kepada pihak ketiga/masyarakat

2222 Belanja Bantuan Sosial
Barang

22221 Bantuan sosial barang yang
diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat

2223 Belanja barang untuk diserahkan

kepada pihak ketiga/masyarakat
selain hibah dan bantuan sosial **)

2.2.2.XX Barang/jasa selain hibah
dan bantuan sosial

223 Belanja Modal

Jumlah

Surplus/Defisit

*) Khusus untuk SKPK yang melaksanakan tugas pemungutan pajak. _
*) Temmasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu
perlombaan atau penghargaan atas suatu prestas
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Il. FORMAT LAPORAN REALISAS! ANGGARAN PPKK

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER.... -

(dalam rupiah)
Nomor Anggaran Setelah G Lebih
Urut Uraian ngerubahan Reallsasi (Kurang)
1 Pendapatan
1.1 Pendapatan Asli Daerah
1.1.1  |Pajak Daerah
1.1.3 [Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan

1.1.4 [Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah |-

1.2 [Dana Perimbangan

1.2.1 ,Dana Bagqi Hasil

1.2.1.1 |Dana Bagl Hasil Pajak

1.2.1.2 |Dana Bagl Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya
Alam

1.22 |Dana Alokasi Umum

1.2.3 [Dana Alokasi Khusus

1.3 [Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1.3.1  [Pendapatan Hibah

1.3.2 |Dana Darurat

1.3.3 |Dana Bagi Hasil Pajak dariProvinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya

1.34 |Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah lainnya

Jumiah Pendapatan [
| 2 Belanja
| 2.1 Eelania Tidak Langsung
2.1.2 Belanja Bunga

2.1:3 Belanja subsidi

2.1.4 |Belanja Hibah

2.1.5 _Belanja Bantuan Sosial
| 2.1.6 'Belania Bagi Hasil
2.1.7__[Belanja Bantuan Keuangan

2.1.8 _[Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja

SURPLUSHDEFISIT

Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Dagerah

Penggunaan SiLPA

A
.2 [Pencairan Dana Cadangan

3.1.3 |Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan_

3.1.4 |Penerimaan Pinjaman Daerah

3.1.5 [Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

3.1.6 [Penerimaan Piutang Daerah

Jumlah Penerimaan

3.2 [Pengeluaran Pembiayaan Daerah

3.21__[Pembentukan Dana Cadangan

3.2.2 [Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah

3.23 [Pembayaran Pokok Utang

3.24 [Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Pengeluaran

Pembiayaan Neto

3.3  |Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)




FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI
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ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH

TAMIANG
A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISAS| ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
TAMIANG o
No Uralan SATKER1 | SATKER2 PPKK |GABUNGAN

1 Pendapatan
2 Pendapatan Asli Daerah
3 Pendapatan pajak daerah XXX XXX XXX XXX
4 Pendapatan retribusi daerah XXX XXX XXX
5 Hasil pengelolaan kekayaan daerah :

yang dipisahkan XXX XXX
6 Lain-lain PAD yang sah XXX XXX XXX XXX
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah XXX XXX XXX
8 Dana pefimbangan XXX XXX
9 Lain-lain pendapatan yang sah XXX XXX
10 Jumiah pendapatan XXX XXX XXX XXX
11 Belanja .
12 Belanja Tidak Langsung XXX XXX XXX XXX
12.1 | Belanja Pegawai XXX XXX XXX
12.2 Belanja Bunga XXX XXX
12.3 | Belanja subsidi XXX XXX
12.4 | Belanja Hibah XXX XXX
12.5 | Belanja Bantuan Sosial XXX XXX
12.6 | Belanja Bagi Hasil XXX XXX
127 [Belanja Bantuan Keuangan XXX XXX
128 [Belanja Tidak Terduga XXX XXX
13 Belanja Langsung XXX XXX XXX
13.1 Belanja pegawai XXX XXX XXX
13.2 Belanja Barang dan Jasa XXX XXX XXX
13.2.1 | Belanja Hibah Barang XXX XXX
13.2.1.1 | Hibah barang/jasa yang diserahkan XXX XXX XXX
13.2.2__| Belanja Bantuan Sosial Barang XXX XXX XXX
13.2.2.1 | Bantuan sosial barang yang diserahkan XXX XXX XXX
13.2.2.2 | Belanja barang untuk diserahkan

kepada pihak ketiga/masyarakat selain XXX XXX XXX

hibah dan bantuan social **)
13.23 S:gllgljasa selain hibah dan bantuan _— XXX XXX
13.3 Belanja modal XXX XXX XXX
14 Jumlah belanja XXX XXX XXX XXX
15 Surplus / defisit XXX XXX XXX XXX
16 Pembiayaan daerah .
17 Penerimaan pembiayaan XXX XXX
18 Pengeluaran pembiayaan XXX XXX
19 Pembiayaan neto XXX XXX
20 Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan

(SILPA) XX xxx




-1

8 =

DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

No Uraian | Gabungan Uraian | Pemda
1 Pendapatan Pendapatan
2 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah
3 Pendapatan pajak daerah XxXx > Pendapatan pajak daerah XXX
4 Pendapatan retribusi daerah XXX —> Pendapatan retribusi daerah XXX
5 Hasil pengelolaan kekayaan > Hasil pengelolaan kekayaan
_ daerah yang dipisahkan XX daerah yang dipisahkan XXX
6 Lain-lain PAD yang sah o i Lain-lain PAD yang sah XXX
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah XXX Jumlah Pendapatan Asli Daerah XXX
8 Dana perimbangan xxx  (——| Dana transfer XXX
9 Lain-lain pendapatan yang sah XXX »| Lain-lain pendapatan yang sah XXX
10 Jumlah pendapatan XXX Jumlah pendapatan XXX
1 Belanja Belanja
12 Belanja Tidak Langsung XXX Belanja Operasi XXX
121 Belanja Pegawai XXX Belanja Pegawai XXX
123 Bunga XXX Belanja Barang XXX
12.4 Subsidi XXX
12.5 Hibah XXX Bunga XXX
12.6 Bantuan Sosial XXX Subsidi XXX
13 Belanja Langsung XXX Hibah XXX
Belanja pegawai XXX — Bantuan Sosial XXX
Belanja Barang dan Jasa L = Belanja Modal XXX
1) Hibah barang/jasa yang XX
diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat
2) Bantuan sosial barang/jasa X5 =
yang diserahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat
3) Barang/jasa selain 1) dan 2) XX
Belanja modal XXX —
14 Jumlah belanja XXX Jumlah belanja XXX
15 Surplus/defisit XXX Surplus/defisit XXX
16 | Pembiayaan daerah Pembiayaan daerah
17 | Penerimaan pembiayaan XXX —— Penerimaan pembiayaan XXX
18 Pengeluaran pembiayaan XXX » Pengeluaran pembiayaan XXX
19 Pembiayaan neto XXX Pembiayaan neto XXX
20 Sisa lebih pembiayaan tahun XXX Sisa lebih pembiayaan tahun XXX j
berkenaan (SILPA) berkenaan (SILPA)

f /;NWAR ISHAK
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